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ABSTRACT

Qualified Road infrastructure is needed to support the development acceleration. To improve the quality of
road infrastructure reforms needs to be carried out in the field of road management from planning, construction,
operation to maintenance. One form of the reform is implementing performance based contract. This paper aims
to identify related regulations and criterias those are needed to implement performance based contract optimally.
Those regulations were analyzed descriptively and then examined for compliance with the performance based
contract criterias. The scope of the regulation are Laws, Goverment Regulation, and Presidential Regulation that
related to the implementation of performance based contract. The study showed there has been policy related to
the application of performance based contract. However, these regulations has not meet the criterias necessary for
the implementation of performance based contract optimally yet.
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ABSTRAK

Infrastruktur jalan yang berkualitas sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan. Untuk meningkatkan
kualitas infrastruktur jalan perlu dilakukan reformasi di bidang pengelolaan jalan, mulai dari perencanaan, pem-
bangunan, operasional hingga pemeliharaannya. Salah satu bentuk reformasi adalah dengan menerapkan kontrak
berbasis kinerja (performance based contract). Kajian peraturan pendukung ini dilakukan untuk mengidentifikasi
regulasi yang terkait dan kriteria yang diperlukan agar kontrak berbasis kinerja dapat diterapkan secara optimal.
Regulasi tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kesesuaiannya dengan kriteria yang diperlukan untuk
penerapan kontrak berasis Kinerja. Ruang lingkup regulasi meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan
peraturan presiden. Hasil tinjauan menunjukan terdapat regulasi yang berhubungan dengan penerapan kontrak
berbasis kinerja, namun regulasi tersebut belum memenuhi kriteria yang diperlukan untuk mendukung penerapan
kontrak berbasis kinerja secara optimal.

Kata kunci: Kontrak berbasis kinerja, Pengelolaan, Peraturan, Jalan, Prinsip.
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PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan,
beberapa negara telah melakukan inovasi dan
reformasi di bidang pengelolaan jalan mulai dari
perencanaan, pembangunan, pemanfaatan hingga
pemeliharaan.* Salah satu bentuk reformasi dalam
pengelolaan jalan adalah dengan menerapkan
kontrak berbasis kinerja terhadap penyedia
barang/jasa yang akan melaksanakan pekerjaan
jasa konstruksi.2

Kontrak berbasis kinerja untuk pengelolaan
jalan pertama kali diterapkan di British Columbia
(Kanada) pada tahun 1988, dan mulai berkembang
pada akhir tahun 1990.34%* Namun demikian,
penerapan kontrak berbasis kinerja masih
berorientasi pada prosedur kerja dan material,
sehingga masih membatasi kontraktor untuk
melakukan inovasi teknologi.*® Melalui proses
penelitian dan pengembangan, kontrak berbasis
kinerja kini menjadi prioritas di negara maju
sebagai alternatif pengadaan penyedia jasa dalam
pengelolaan jalan.”®

Kontrak berbasis kinerja sudah seharusnya
mendapatkan perhatian pemerintah. Kontrak
tradisional yang selama ini digunakan sebagai
alat untuk pengadaan jasa konstruksi, dinilai
tidak cukup efisien dalam hal penggunaan sumber
daya manusia, biaya dan waktu.>358 Selain
itu, kualitas yang dihasilkan sering kali tidak
sesuai dengan spesifikasi maupun umur rencana
yang dikehendaki.® Keterbatasan anggaran
dan lemahnya pengawasan dalam penerapan
kontrak tradisional menyebabkan kuantitas
maupun kualitas infrastruktur tidak memenuhi
standar yang ingin dicapai. Keuntungan yang
dapat diperoleh dari kontrak berbasis kinerja
diantaranya pengalihan risiko yang besar kepada
kontraktor, efisiensi biaya, mendorong inovasi
dan kerja sama, peningkatan skala ekonomi,
mengurangi potensi korupsi, pendanaan yang
lebih terjamin, penyelesaian kontrak yang lebih
cepat, mengurangi perubahan kontrak selama
pekerjaan, dan efisiensi dalam pengadaan jasa
konstruksi.®

Penerapan kontrak berbasis kinerja di
Indonesia masih terbatas untuk pengelolaan
jalan dengan biaya konstruksi yang cukup besar.
Faktor yang menjadi hambatan penerapan kontrak
berbasis kinerja tampak terkait dengan lemahnya
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regulasi yang belum memberikan kepastian
hukum kepada penyelenggara jalan.

Penelitian penerapan kontrak berbasis
kinerja telah banyak dilakukan di negara lain."*
Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan
kontrak berbasis kinerja berdasarkan hasil pene-
litian dapat berasal dari budaya kerja, kemam-
puan sumber daya manusia dan regulasi.?”1?
Penelitian terkait kriteria yang diperlukan agar
penerapan kontrak berbasis kinerja berjalan
optimal dan regulasi pendukungnya di Indonesia
belum pernah dilakukan.

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui
dukungan regulasi terhadap kriteria penerapan
kontrak berbasis kinerja yang optimal untuk
pengelolaan jalan. Dengan demikian, diharapkan
melalui kajian ini dapat memberikan rekomendasi
berupa perbaikan kebijakan agar kontrak berbasis
kinerja dapat diterapkan secara optimal serta
mampu mengatasi permasalahan pengelolaan
jalan terutama bagi daerah yang memiliki
keterbatasan sumber daya.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup kajian ini adalah penelaahan
peraturan perundang-undangan terkait dengan
penerapan kontrak berbasis kinerja untuk penge-
lolaan jalan. Peraturan tersebut meliputi undang-
undang, peraturan pemerintah, dan peraturan
presiden. Masing-masing dari peraturan tersebut
diidentifikasi pasal dami pasal yang berhubungan
dengan kontrak berbasis kinerja.

Selain kajian terhadap peraturan perundang-
undangan, dilakukan kajian terhadap pene-
litian penerapan kontrak berbasis kinerja untuk
mengindentifikasi kriteria yang diperlukan agar
penerapannya berjalan secara optimal. Secara
garis besar, metode untuk menjawab tujuan
penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Studi literatur
Tdentifikasi peraturan terkait
leortrak berbasiskinerja

Studi Literatur
Tdentifikas kriteria Kontrak
berbasis kinerja

I

Analisis kesesuaian substansi
peraturan dengan kriteria kontrak
berbasis kinerja

|

‘ Kesimpulan dan rekornendasi ‘

Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian



Studi literatur merupakan upaya yang di-
lakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan
teori-teori yang relevan dengan topik penelitian.*
Manfaat dari studi literatur diantaranya untuk
mengkaji permasalahan, mendalami landasan
teori yang berkaitan dengan permasalahan, dan
membandingkan antara fakta dilapangan dengan
teori yang ada.*

Sumber-sumber yang digunakan dalam
studi literatur untuk penelitian ini meliputi
jurnal, makalah atau laporan terkait penerapan,
permasalahan, kebijakan, dan upaya-upaya untuk
mendukung keberhasilan penerapan kontrak ber-
basis kinerja di luar negeri. Selain itu dilakukan
kajian terhadap penerapan kontrak konvensional
dan regulasi terkait kontrak pengadaan barang
atau jasa di Indonesia.

Tujuan studi literatur dalam penelitian ini
yaitu untuk mengindetifikasi kriteria yang diper-
lukan agar penerapan kontrak berbasis kinerja
menghasilkan output yang optimal berdasarkan
hasil penelitian atau pengalaman negara lain
dan untuk mengidentifikasi peraturan terkait
kontrak berbasis kinerja. Hal yang diperhatikan
dalam pemilihan sumber referensi mencakup
kemutakhiran dan relevansi.

Hasil identifikasi dari studi literatur se-
lanjutnya digunakan untuk membandingkan
antara substansi regulasi dengan kriteria kontrak
berbasis kinerja yang optimal untuk mengetahui
permasalahan serta sejauh mana pemenuhan
regulasi kontrak berbasis kinerja di Indonesia
dengan kriteria kontrak berbasis kinerja yang
optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Terkait Penerapan Kontrak
Berbasis Kinerja

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2011*®
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan peraturan perundangan di Indonesia
memiliki jenjang atau hierarki. Jenjang atau
hierarki dimulai dari peraturan yang memiliki
kekuatan yang terbesar hingga yang terkecil.
Jenjang tersebut di antaranya dimulai dari
Undang-undang Dasar Negara Republik Indone-
sia Tahun 1945 (UUD 1945), Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan
Peraturan Daerah.

Mengacu kepada Undang-Undang No. 12 tahun
2011,*® maka proses indentifikasi peraturan
yang mendukung penerapan kontrak berbasis
kinerja harus dimulai dari tingkat nasional hingga
tingkat daerah. Berdasarkan hasil indentifikasi,
regulasi yang mengatur kontrak berbasis kinerja
di Indonesia adalah sebagai berikut.

e Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang
Jasa Konstruksi.**

» Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2000
dan perubahannya tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi.*

e Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 dan
perubahannya tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi.'"18

e Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dan
perubahannya tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah.2°

Penerapan kontrak berbasis kinerja secara
teknis diatur didalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum No. 14/PRT/M/2013 dan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2014.
Di dalam regulasi tersebut diatur mengenai proses
pengadaan jasa konstruksi,? standar pedoman
yang digunakan?! dan subklasifikasi bidang usaha
jasa konstruksi terintegrasi.?? Mengacu kepada
aturan jenjang, substansi regulasi teknis tidak
boleh bertentangan dengan jenjang yang lebih
tinggi.

Jenis kontrak yang digunakan untuk peng-
adaan barang/jasa yang dibiayai dari Anggaran
Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) atau
Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah
(APBD) terbagi ke dalam empat kelompok,
yaitu; 1920

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
2. Kontrak berdasarkan pembebanan tahun
anggaran;
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.
Kontrak berbasis kinerja termasuk ke dalam
kontrak pekerjaan terintegrasi yang merupakan

bagian dari jenis kontrak berdasarkan kepada
jenis pekerjaan.'*2° Kontrak pekerjaan terinte-
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grasi didefinisikan sebagai kontrak pengadaan
pekerjaan konstruksi yang menggabungkan
kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau
pengawasan dan terbatas untuk pekerjaan yang
bersifat komplek.**?® Pekerjaan kompleks
menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18
tahun 1999, yaitu pekerjaan yang memerlukan
teknologi tinggi dan berisiko besar. Definisi
teknologi tinggi, yaitu pekerjaan konstruksi yang
pelaksanaannya memerlukan banyak peralatan be-
rat, tenaga ahli dan tenaga terampil.* Sedangkan
definisi berisiko tinggi yaitu pekerjaan konstruksi
yang pelaksanaannya sangat membahayakan
keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia,
dan lingkungan.®®

Masing-masing jenis kontrak tersebut
dalam penerapannya merupakan gabungan atau
kombinasi dari beberapa jenis kontrak. Kontrak
yang umumnya digunakan untuk pengadaan
barang/jasa merupakan kontrak tradisional dengan
menggunakan beberapa kombinasi jenis kontrak.
Kombinasi yang umum digunakan untuk pe-
ngadaan penyedia barang/jasa untuk pengelolaan
infrastruktur jalan terdiri dari:

1. Pengadaan jasa konsultansi, menggunakan
kombinasi kontrak gabungan lump sum dan
harga satuan, kontrak tahun tunggal, kontral
pengadaan tunggal, dan kontrak pengadaan
pekerjaan tunggal.

2. Pengadaan jasa kontruksi jalan, menggunakan
kombinasi kontrak harga satuan, kontrak
tahun tunggal, kontrak pengadaan tunggal,
dan kontrak pengadaan pekerjaan tunggal.

Pendekatan yang digunakan untuk meng-
gunakan kombinasi jenis kontrak tersebut
berdasarkan pertimbangan faktor efisiensi,
risiko, dan ketersediaan sumber daya manusia.
Faktor risiko selain untuk menghindari terjadinya
penyimpangan dari penerapan kontrak pada saat
pemeriksaan oleh auditor, juga merupakan bagian
dari kebijakan politis untuk mengakomodasi
kepentingan atau janji kepada publik pada saat
pemilihan umum.

Kontrak yang umum digunakan di Indonesia
merupakan kontrak terpisah antara perencanaan,
konstruksi dan pemeliharaan, atau sering dise-
but istilah Kontrak Tradisional atau Kontrak
Design-Bid-Build (DBB).? Pemilihan tipe kontrak
tergantung dari waktu, sumber daya, biaya,
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tanggung jawab perencanaan dan pembagian
risiko pekerjaan. Tipe-tipe kontrak yang umum
digunakan berdasarkan O’reilly dalam laporan
Departemen Pekerjaan Umum,® dikelompokan
kedalam tiga kelompok yaitu:

e Kontrak Tradisional: memisahkan perenca-
naan, konstruksi dan pengawasan.

» Kontrak Terintegrasi: perencanaan, kons-
truksi, dan pengawasan digabung.

e Kontrak Lifecycle: perencanaan, konstruksi
dan operasional digabung.

Kriteria Penerapan Kontrak Berbasis
Kinerja yang Optimal

Kontrak berbasis kinerja secara signifikan
berbeda dengan kontrak tradisional dalam
hal hasil akhir yang ingin dicapai. Kontrak
berbasis kinerja merupakan jenis kontrak yang
menekankan kepada Kinerja yang diinginkan
daripada pemenuhan jumlah material tertentu atau
metode yang ditetapkan.?*® Pembayaran kontrak
berbasis kinerja menurut Panthi.? lebih didasarkan
kepada keberhasilan kontraktor untuk memenuhi
atau melampaui standar minimum kinerja dan
tidak kepada volume pekerjaan seperti pada
kontrak tradisional dengan menggunakan harga
satuan. Dalam kontrak kontrak berbasis kinerja,
kontraktor diberikan keleluasaan untuk meng-
gunakan pendekatan inovatif guna mengelola
aset. Dengan demikian kontraktor harus memiliki
suatu jaminan berupa suatu teknologi atau metode
inovatif yang dapat diberikan untuk memastikan
tercapainya Kinerja yang diharapkan.?* Kinerja
yang dihasilkan oleh kontraktor dapat diukur
dengan menerapkan sebuah sistem yang mampu
mengukur kinerja secara sistematis yang terdiri
dari kriteria kinerja, target kinerja dan protokol
untuk melaksanakan pengukuran yang diperlukan
guna mengindentifikasi sejauh mana kontraktor
memenubhi Kriteria dan tujuan yang ingin dicapai.?*
Kegagalan dalam memenuhi kinerja yang
ditetapkan menurut dapat berdampak kepada
pinalti, berupa pengurangan pembayaran.?

Elemen penting dalam penerapan kontrak
berbasis kinerja menurut Oliver, 26 adalah:

»  Definisi kinerja yang jelas, digunakan sebagai
standar tercapainya tujuan kontrak.

e Adanya suatu persyaratan atau jaminan bahwa



kinerja akan tercapai selama jangka waktu
yang telah ditetapkan.

Dengan definisi kinerja yang jelas maka akan
memberikan kemudahan bagi kontraktor untuk
mengukur sejauh mana keberhasilan kontraktor
menerapkan rencana metode kerja dan teknologi
yang diajukan sebagai salah satu bagian dari
kontrak. Persyaratan atau jaminan Kinerja dari
kontraktor merupakan suatu bentuk pertanggung-
jawaban dari Kinerja yang ingin dicapai. Untuk
memastikan bahwa kinerja akan dipenuhi oleh
kontraktor maka diperlukan sebuah bentuk
jaminan. Jaminan dapat berupa suatu ikatan atau
pembayaran yang ditahan termasuk insentif dan
disinsentif sebagai bentuk penghargaan atau
hukuman terhadap tingkat pencapaian kinerja.

Selain aspek pendefinisian kinerja, kriteria
lain yang cukup penting dari kontrak berbasis
kinerja adalah aspek waktu.?® Kontrak berbasis
kinerja mengukur kinerja pada akhir tahun
kesepakatan. Durasi kontrak minimal lima ta-
hun,*® alasan digunakannya jangka waktu yang
panjang menurut Rahadian,? Pakkala,'* dan
Oliver,? adalah untuk menciptakan kerangka
kerja ekonomi, yang mendorong kontraktor untuk
mencapai tujuan Kinerja dalam jangka waktu
yang lama. Durasi yang panjang sebagai bentuk
jaminan bahwa kinerja akan cukup bertahan
sampai dengan waktu yang telah ditetapkan.?’
Dengan demikian kontraktor dituntut untuk lebih
inovatif dalam mencapai kinerja yang diinginkan.?
Keuntungan kontraktor akan semakin besar
apabila terjadi pengurangan aktivitas setelah
pelaksanaan kontruksi. Ini menunjukan adanya
keberhasilan dari kontraktor dalam menerapkan
inovasi teknologi, metode maupun spesifikasi
material yang digunakan dalam pekerjaan.

Durasi kontrak di Indonesia masih dibatasi
maksimal lima tahun terutama untuk pemerintah
daerah.®! Durasi ini tidak memenuhi kriteria
yang diperlukan sebagaimana diutarakan oleh
Rahadian,? Pakkala,!* dan Oliver.®® Pendeknya
durasi kontrak merupakan kebijakan untuk
memastikan ketersediaan dana dan penyesuaian
terhadap perubahan kebijakan politik.

Perbedaan lain antara kontrak berbasis
kinerja dengan kontrak tradisional adalah adanya
pengalihan risiko kepada pihak kontraktor yang
selama ini merupakan tanggung jawab pemerin-

tah.2?¢ Pemerintah selama ini harus menanggung
dampak yang terjadi terhadap penyelenggaraan
kontruksi jalan mulai dari sosialisasi, pengelolaan
lalu lintas, hingga dampak yang terjadi setelah
proses kontruksi selesai. Umumnya tanggung
jawab kontraktor berhenti setelah proses kontruksi
selesai atau setelah berakhirnya masa pemeli-
haraan. Masa pemeliharaan untuk pekerjaan
kontruksi untuk kontrak tradisional sangat pendek
minimal selama enam bulan. Dengan menerapkan
kontrak berbasis kinerja masa pemeliharaan akan
diperpanjang sesuai dengan periode kontrak yang
telah ditetapkan. Pelaksanaan kontrak jangka
panjang, mulai dari perencanaan hingga pemeli-
haraan, menuntut kontraktor untuk memperbaiki
metode kerja guna mengurangi risiko pembiayaan
yang bertambah. %

Pengalihan risiko kepada kontraktor meru-
pakan bentuk kepastian jaminan bahwa kontraktor
akan melaksanakan pekerjaan sesuai standar
kinerja yang diharapkan, dengan imbalan atau
pembayaran secara lump sum sesuai kesepakatan
dalam kontrak.?” Risiko yang terkait dengan
kinerja jaringan dan biaya pemeliharaan dialihkan
kepada kontraktor, terkecuali untuk risiko politik
dan pendanaan yang berada di luar kendali kon-
traktor.?® Untuk mengurangi beban risiko yang
ditanggung kontraktor yang disebabkan oleh
kejadian tidak terduga, kontraktor dapat meng-
gunakan asuransi atau membaginya dengan pihak
pemberi pekerjaan sesuai kesepakatan.

Berdasarkan kajian literatur diatas dapat
diketahui kriteria yang harus dipenuhi dalam
penerapan kontrak berbasis kinerja. Kriteria
tersebut di antaranya output yang berbasis kinerja,
kriteria atau spesifikasi berbasis kinerja, kontrak
tahun jamak, jaminan dalam jangka panjang,
pengalihan risiko, dan insentif dan disinsentif.

Implementasi Kebijakan dan Permasa-
lahannya

Penerapan kontrak berbasis kinerja untuk
pengelolaan jalan harus berdasarkan kepada
regulasi, mengingat anggaran yang digunakan
bersumber dari APBN maupun APBD. Hasil
identifikasi regulasi terhadap pemenuhan kriteria
kontrak berbasis kinerja dapat dilihat pada
Lampiran 1. Tampak bahwa terdapat ketentuan
yang harus dipenuhi dalam penerapan kontrak
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berbasis kinerja. Ketentuan tersebut pada prin-
sipnya mendukung penerapan kontrak berbasis
kinerja tetapi belum memenuhi kriteria yang
diperlukan untuk mendukung penerapan kontrak
berbasis kinerja untuk menghasilkan output yang
optimal. Banyak ketentuan yang belum jelas
atau masih membatasi pelaksanaan penerapan
kontrak berbasis Kinerja. Ketentuan tersebut dapat
menimbulkan permasalahan dalam penerapan
kontrak berbasis kinerja. Permasalahan dari aspek
regulasi dalam penerapan kontrak berbasis kinerja
dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria dan Permasalahan terkait Kebijakan

Hal yang paling mendasar terkait per-
timbangan dalam penyusunan regulasi untuk
penerapan kontrak berbasis kinerja menurut
dan diimplementasikan oleh berbagai negara
termasuk Indonesia, yaitu ketidaksiapan penyedia
jasa dan pemerintah dengan durasi kontrak yang
panjang dan kepastian pembiayaan.=2 Periode
kontrak yang panjang akan menyita waktu dan
perhatian penyedia jasa, selain itu penyedia
harus mengalokasikan sumber daya yang besar
untuk penyediaan dana, peningkatan kompetensi,
inovasi teknologi dan kontrol terhadap kinerja.

No. Kriteria

Permasalahan

1 Tidak terbatas pada pekerjaan komplek
dan pekerjaan dengan biaya tinggi.

Didalam peraturan diatur bahwa pekerjaan kontrak berbasis kinerja harus
bersifat:

kompleks (Berisiko tinggi dan teknologi tinggi);

memerlukan teknologitinggi;

mempunyai risiko tinggi; dan

memiliki biaya diatas Rp100.000.000 (seratus milyar)

Pekerjaan pemeliharaan jalan di Indonesia pada umumnya bukan meru-
pakan pekerjaan komplek, tidak memerlukan teknologi tinggi, risiko rela-
tif rendah, dan besaran anggaran yang tersedia umumnya kecil terutama
untuk tingkat pemerintah kabupaten atau kota. Menurut Pakkala!! dan
Tamin®, bahwa untuk tahap pengembangan kontrak berbasis kinerja se-
baiknya diterapkan pada pekerjaan pemeliharaan rutin.

Batasan minimal biaya yang tinggi dalam pekerjaan kontrak berbasis kin-
erja menutup peluang usaha kecil. Biaya untuk pemeliharaan rutin tidak
besar, dan pekerjaan pemeliharaan rutin dapat diserahkan kepada kop-
erasi atau usaha kecil.”®

Permasalahan lain, pekerjaan yang dapat dilakukan secara terintegrasi
masih dibatasi kepada pembangunan kilang minyak atau gas, pembangkit
tenaga listrik, dan reaktor nuklir dan tidak termasuk jalan.”8

2 Kontrak jangka panjang

Pemerintah harus memiliki jaminan ketersediaan anggaran dalam jangka
panjang, dan pembayaran angsuran kepada kontraktor berikut insentif
yang diberikan harus tersedia dan tepat waktu. Keterbatasan SDM dan
anggaran, ketidak pastian anggaran dan kebijakan politik yang tidak me-
nentu dapat menjadi kendala mengingat kontrak berbasis kinerja yang
bersifat tahun jamak. Selain itu pemerintah daerah dilarang untuk melaku-
kan kontrak tahun jamak melebihi lima tahun.?*

Metode pembayaran yang cocok untuk pekerjaan kontrak berbasis kinerja
yaitu dengan metode kontrak lump sum. Akan tetapi kontrak lump sum
dalam peraturan mengharuskan pekerjaan yang berorientasi keluaran
(output based) atau produk dan belum mengakomidasi pekerjaan yang
berorientasi kinerja.

4 Metode pembayaran lump sum dengan
orientasi pemenuhan terhadap kriteria
kinerja.

5 Kriteria kinerja

Belum diatur secara jelas persyaratan dalam penerimaan pekerjaan ber-
dasarkan kepada pemenuhan kriteria kinerja. Penerimaan masih berori-
entasi pada keluaran. Kriteria kinerja dapat diserahkan kepada penyeleng-
gara jalan berdasarkan kewenangannya. Untuk pemeliharaan jalan kriteria
kinerja yang dapat digunakan diantaranya International Roughness Index
(IRI, ketidak adaan lubang, besar gesekan antara ban dan jalan, tinggi
genangan air, pantulan cahaya pada marka dan respon cepat terhadap
kinerja jalan).*
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Belum terdapat ketentuan yang mengatur masa jaminan pemeliharaan
untuk pekerjaan komplek. Jaminan pemeliharaan diatur minimal selama
enam bulan merupakan celah terjadinya penyimpangan untuk kontrak
berbasis kinerja. Kontrak berbasis kinerja menuntut jaminan pemelihara-
an yang lebih panjang untuk bisa menilai kinerja yang diinginkan.

Belum terdapat ketentuan yang mengatur pembagian risiko antara pemer-
intah dan penyedia jasa konstruksi pada kontrak berbasis kinerja. Belum
terdapat ketentuan yang mengatur pembagian risiko antara pemerintah
dan penyedia jasa konstruksi pada kontrak berbasis kinerja. Dalam kon-
trak berbasis kinerja keseluruhan risiko dialihkan kepada kontraktor, tetapi
risiko dapat pulah ditanggung oleh pemerintah untuk kejadian diluar ken-
dali seperti bencana alam atau bencana sosial.?° Akibat pembagian risiko
ini, dalam proses lelang, kontraktor harus diberikan waktu yang cukup lel-
uasa untuk merumuskan dokumen penawaran.*

Belum jelas mengenai aturan pengawasan dalam kontrak berbasis kinerja.
Menurut Zietlow,* pengawasan dalam kontrak kinerja dilakukan oleh kon-
traktor itu sendiri, pemerintah, dan masyarakat atau lembaga sosial ma-
syarakat. Perlu regulasi mengenai peran pengawasan oleh masing-masing
unsur yang terlibat. Komponen penting yang dalam pengawasan meliputi
pelayanan (efektivitas, kecepatan, dan kualitas), efisiensi biaya, dan prose-
dur keselamatan.?

6 Jaminan pemeliharaan jangka panjang
7 Pembagian risiko

8 Pengawasan kriteria Kinerja

9 Insentif dan disentif

Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 hanya mengatur tentang disisentif
berupa denda akibat kelalaian pekerjaan sebesar 1 per mil dari nilai kon-

trak dan belum mengatur tentang insentif.

Di sisi lain pemerintah harus memiliki jaminan
kepastian pembiayaan, dan ketersediaan terkait
perijinan usaha untuk pekerjaan terintegrasi, stan-
dar pengukuran Kinerja, standar kontrak berbasis
kinerja dan informasi aset.

Regulasi yang ada lebih ke arah penerapan
kontrak konvensional. Hal ini dapat dilihat pada
Lampiran 1, dimana penerapan kontrak berbasis
kinerja dibatasi untuk lingkup pekerjaan yang
bersifat komplek. Ada banyak kekhawatiran
dalam penerapan kontrak berbasis kinerja.
Diantaranya biaya siklus hidup yang meningkat,
pengurangan jumlah penyedia jasa, kegagalan
dalam kompetisi, dan kejadian bencana alam atau
peristiwa di luar kendali penyedia jasa.

Pertimbangan di atas menyebabkan kontrak
berbasis kinerja belum menjadi alternatif kontrak
untuk penyediaan barang atau jasa yang lebih
efisien, efektif, dan memiliki banyak manfaat
dibandingkan kontrak konvensional. 2368 Dampak
yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut di
antaranya menyebabkan ketidakmampuan
penyedia jasa untuk berkompetisi secara global,
peningkatan yang lambat dari aspek Kinerja dan
kualitas, dan ketidakefisienan dalam pengaloka-
sian sumber daya.

Penerapan kontrak berbasis kinerja dengan
mengacu kepada regulasi yang ada akan menye-

babkan munculnya permasalahan sebagaimana
ditunjukan dalam Tabel 1. Hal tersebut dapat
menghambat penyelenggara jalan dalam menca-
pai output yang optimal. Permasalahan tersebut
diantaranya dari sisi aspek pembatasan lingkup
pekerjaan, pembatasan waktu kontrak, orien-
tasi keluaran, spesifikasi yang berbasis keluaran,
jaminan yang pendek, belum jelasnya pembagian
risiko dan pengawasan, dan belum adanya aturan
mengenai pemberian insentif dan disentif.

Adanya permasalahan tersebut menunjukan
bahwa regulasi yang ada belum mendukung
penerapan kontrak berbasis kinerja secara optimal.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu
dilakukan perubahan regulasi untuk memberikan
jaminan atau kepastian hukum kepada penyeleng-
gara jalan dalam menerapkan kontrak berbasis
kinerja yang optimal. Selain perubahan regulasi
perlu juga disusun norma, standar, atau pedoman,
untuk mendukung pelaksanaan penerapan kontrak
pekerjaan berbasis kinerja yang optimal dalam
bidang pengelolaan jalan.

KESIMPULAN

Berdasar kajian yang dilakukan dapat disimpul-
kan bahwa terdapat regulasi yang mendukung
penerapan kontrak berbasis kinerja, tetapi
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belum memenuhi kriteria yang diharapkan agar
penerapan kontrak berbasis kinerja dapat dite-
rapkan secara luas dengan output yang optimal.
Kriteria dalam penerapan kontrak berbasis kinerja
masih terbentur pada substansi regulasi. Substansi
regulasi yang menjadi kendala diantaranya pem-
batasan lingkup pekerjaan, pembatasan waktu
kontrak, orientasi berbasis keluaran, spesifikasi
berbasis keluaran, jaminan yang pendek, belum
jelasnya pembagian risiko dan pengawasan, dan
belum adanya aturan mengenai pemberian insentif
dan disentif. Penerapan kontrak berbasis kinerja
akan optimal apabila telah dilakukan perbaikan
regulasi untuk memenubhi kriteria. Regulasi yang
perlu diperbaiki segara agar penerapan kontrak
berbasis kinerja dapat dilaksanakan secara luas
adalah Undang-Undang No. 18 tahun 1999
tentang Jasa Konstruksi yang merupakan jenjang
aturan tertinggi di Indonesia, sehingga penerapan
kontrak berbasis kinerja tidak hanya dibatasi pada
pekerjaan yang komplek saja.
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Lampiran 1. Kebijakan Terkait dengan Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja

No. Kriteria dan Dasar Hukum

Substansi peraturan

1 Integrasi antara pekerjaan perencanaan, kontruksi, perencanaan

a Undang-Undang No.
18/1999 Pasal 16 ayat (3)*

Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara
terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan
teknologi canggih, serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum
dalam satu pekerjaan konstruksi

b Peraturan Pemerintah
No. 29
(Pasal 13)7:8

Pemilihan penyedia jasa terintegrasi dilakukan mengikuti tata cara pemilihan
pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan terbatas

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan layanan jasa konstruksi secara terintegrasi
adalah pekerjaan yang:

a. bersifat kompleks,

b. memerlukan teknologitinggi,

¢. mempunyai risiko tinggi, dan

d. memiliki biaya besar

3. Pemilihan penyedia jasa terintegrasi dilakukan dengan syarat :

a. diumumkan secara luas melalui media elektronik dan atau media cetak,

b. jumlah penyedia jasa terbatas, dan

c. melalui proses prakualifikasi.

4 Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. pengumuman prakualifikasi,

b. pemasukan dokumen prakualifikasi,

c. evaluasi prakualifikasi,

e. undangan berdasarkan hasil prakualifikasi,

f. penjelasan,

g. pemasukan penawaran,

h. evaluasi penawaran,

i. penetapan calon pemenanng berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara
penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tang-
gap terhadap dokumen pelelangan,

j- pengumuman calon pemenang,

k. masa sanggah, dan

|. penetapan pemenang.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan pekerjaan yang dapat
dilakukan secara terintegrasi ditentukan oleh Menteri

Tambahan penjelasan:

Pekerjaan yang dapat dilakukan secara terintegrasi antara lain adalah pembangu-
nan kilang minyak/gas, pembangkit tenaga listrik, dan reaktor nuklir

c Peraturan Presiden No. 54
tahun 2010 dan perubahan-
nya Pasal 50 ayat (6)*%

Kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan jenis pekerjaan:
Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal, dan
Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi

d Peraturan Presiden No. 54
tahun 2010 dan perubahan-
nya Pasal 54120

Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi merupakan kontrak pengadaan peker-
jaan yang bersifat kompleks dengan menggabungkan perencanaan pelaksanaan
dan atau pengawasan.

2 Jangka waktu yang panjang atau tahun jamak

a Peraturan Presiden No. 54
tahun 2010 dan perubahan-
nya
Pasal 50 ayat (4)*%

Kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan pembebanan tahun anggaran terdiri
dari

Kontrak Tahun Tunggal, dan

Kontrak Tahun Jamak
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No. Kriteria dan Dasar Hukum Substansi peraturan

b Peraturan Presiden No. 54 1. Kontrak Tahun Tunggal merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya
tahun 2010 dan perubahan- mengikat dana anggaran selama masa satu Tahun Anggaran.
nya 2. Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk
Pasal 52120 masa lebih dari satu Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah

mendapatkan persetujuan:

a. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kon-
traknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan:
penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan
dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di lembaga pemasyarakatan,
pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning
service.

b. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) dan kegiatan yang nilainya sampai dengan
Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) yang tidak termasuk dalam kriteria keg-
iatan sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) huruf a.

3. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diselesaikan paling
lambat tujuh hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap

4. Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh kepala daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3 Pembayaran secara lump sum

a Peraturan Presiden No. 54 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran sebagaimana
tahun 2010 dan perubahan-  dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
nya a. Kontrak Lump sum,

Pasal 50 ayat (3)1%° b. Kontrak Harga Satuan,
c. Kontrak gabungan Lump sum dan Harga Satuan,
d. Kontrak Persentase, dan
e. Kontrak Terima Jadi (Turnkey).

b Peraturan Presiden No. 54 Kontrak Lump sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesa-
tahun 2010 dan perubahan- ian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam
nya Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 511920 a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga,
b. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa,
c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai
dengan isi kontrak,
d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based),
e. total harga penawaran bersifat mengikat, dan
f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang
Pengadaan barang/jasa yang dapat dilaksanakan dengan Kontrak Lump sum,
antara lain:
1. pengadaan kendaraan bermotor,
2. pengadaan patung,
3. konstruksi bangunan sederhana, seperti ruang kelas,
4. pembuatan aplikasi komputer.

4 Spesifikasi teknis

a Peraturan Presiden No. 54 Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan bagian dari rancangan dokumen pen-
tahun 2010 dan perubahan-  gadaan yang terdiri atas:
nya a. rancangan Surat Perjanjian Kerja, atau
Pasal 64 ayat 41920 b. rancangan surat perjanjian termasuk:

1) syarat-syarat umum Kontrak,
2) syarat-syarat khusus Kontrak,
3) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar,
4) daftar kuantitas dan harga, dan
5) dokumen lainnya.
c. Harga perkiraan sendiri
5 Jaminan dan masa pemeliharaan
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No. Kriteria dan Dasar Hukum Substansi peraturan

a Peraturan Presiden No. 54 Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
tahun 2010 dan perubahan-  a.Jaminan Penawaran,
nya b. Jaminan Pelaksanaan,
Pasal 67 ayat 41920 c. Jaminan Uang Muka,
d. Jaminan Pemeliharaan, dan
e. Jaminan Sanggahan Banding.

b Peraturan Presiden No. 54 Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya:
tahun 2010 dan perubahan-  Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil
nya pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap
Pasal 95 ayat 5% seperti pada saat penyerahan pekerjaan,

masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama enam bulan,
sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama tiga bulan, dan

Yang dimaksud dengan pekerjaan permanen adalah pekerjaan yang
umur rencananya lebih dari satu tahun. Yang dimaksud dengan pekerjaan semi
permanen adalah pekerjaan yang umur rencananya kurang dari satu tahun.
c. masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran
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